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XEPUTUSAIT MEI$TERI AGAMA NEPUBLIK IITDOIVESf,A
NOMOR 4179 TAHUI{ 2016

TEITTAISG
PEMBERIAL IZII PE$DIAIAII / OprRA$IOlr[AL

MADRASA}I IBTIDATYATI MIF?AIIUL ULUM JATISAru KABI'PATEII PROBOTIITGGCI
PROPIITSI JANIA ?IMUn,

Menimbang

DSIIGAIS NAII}IAT XXIIIAIT YAITG MAIIA ESA

IVITITTERI AGAMA REPUBLIK UTDOITES;,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasionallpendirian madrasatr
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAryAH MIF"TAHUL ULUM JATISARI KABUPATEN
PROBOLINGGO Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1.. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenta"ng
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambatral Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86al;

'2.

3.



Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun zalo tentangPengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s150)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2a7o tentang peruhahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor lz rahun gbto tentang pengelolaan danPenyelenggaraan psrdidikan (rembaran lr*gu;" Republik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor Lrz, Tambatan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahrrxt zaoltentang standar sarana dan prashrana untuk sekoLah
Dasar/Madrasah - Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah 

-Tsanawiyah, dan sekorrah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri pendid.ikan Nasional Nomor ls rahun 2o1otentang standar pelayanan Minimal pendidikan diKabupaten/\?ta sebagaimana te}ah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebud.ayaan Nomor gi rahun zolstentang Perubahan Atas peraturan Menteri pend.idikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2ala tentang standar rehyanan
Minimal Pendidikan di Kabupate n/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun zals tentang
Penyelenggaran pendidikan Madrasah (Berita Negara Republii
Indonesia Tahun ZA13 Nomor 1332);

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Istram Nomor 13gsTahun 2aL4 tentang petunjuk ?eknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggaral<an oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderat pendidikan Islam Nomor sggsTahun 2a].s tentang petunjuk ?eknis perpanjangan rz-,,
Pendirian Madrasatr, penerbitan surat KepuLusan rengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan Surat
Keterangan Kerusal.an Dokumen Izin pindirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
PROBOLINGGO Nomor :Kd.15.8/ 2/ps.oo/at{ar lzarc Tanggal
20 April 2A16;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERTAN TZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASA}I IBTIDAIYAH MIFTAHUL
ULUM JATISARI KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI .IAWA
TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampaan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan iai.

+.

5.

Memperhatikal

Menetapkan

KtrSATU



KEDUA

KBTIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan tetentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal9 Agustus 2016

NTtrRI AGAMA RBPUBLIK INDONESIA
ILAYAH

lAMA

SHODAR,
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